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PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 08 TAHUN 2012 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN 

DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan ruang lingkup 
penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup 
tahun 2012 dengan perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun 2012, perlu mengubah 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 
Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 
11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis 
Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan 
Hidup Tahun 2012; 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816); 
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2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2010/2014; 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 
Dana Tugas Pembantuan jo Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 
Dana Tugas Pembantuan; 

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah di Bidang 
Lingkungan Hidup yang Dapat Didekonsentrasikan; 

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 
Tahun 2011 tentang Revisi Rencana Strategis 
Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010 – 2014; 

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 
Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun 
Anggaran 2012; 

9. Surat Kementerian Keuangan Nomor S-381/MK.02/2012 
perihal Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Perubahan Tahun Anggaran 2012; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 11 TAHUN 2011 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN 
DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 
2012. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 
Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 731) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 6 

(2) Urusan Pemerintah di bidang lingkungan hidup yang dilimpahkan 
kepada gubernur dalam bentuk Dekonsentrasi Bidang LH 
meliputi: 

a. Sub sub bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun; 

b. Sub sub bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup; 
c. Sub sub bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian 

pencemaran air; 

d. Sub sub bidang pengelolaan kualitas udara dan pengendalian 
pencemaran udara; 

e. Sub sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau 
kerusakan pesisir dan laut; 

f. Sub sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau 
kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan; 

g. Sub sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau 
kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; 

h. Sub sub bidang pembinaan dan pengawasan atas 
penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan hidup; 

i. Sub sub bidang penegakan hukum lingkungan; 

j. Sub sub bidang perubahan iklim dan perlindungan atmosfir; 
dan 

k. Sub sub bidang keanekaragaman hayati. 

2. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

3. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 

4. Lampiran III diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 

5. Lampiran IV diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 

Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 20 Juli 2012 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
BALTHASAR KAMBUAYA 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 26 Juli 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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